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Abstrak
 

Dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu akta yang dibuat Notaris. Akta Kuasa Menjual merupakan salah

satu akta untuk menyelesaikan kredit macet. Salah satu upaya penyelamatan kredit macet oleh bank yaitu

dengan cara over kredit atau pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru. Permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini yaitu prosedur over kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur secara sepihak

dengan Akta Kuasa Menjual. Peran dan tanggungjawab Notaris terhadap pembuatan Akta Kuasa Menjual

berkaitan dengan prosedur over kredit dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor

34/Pdt.G/2018/PN.SLw. Dalam menjawab permasalahan digunakan metode penelitian yaitu yuridis

normative dan tipe preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas permasalahan mengenai

Akta Kuasa Menjual dalam prosedur over kredit serta peran dan tanggung jawab yang dilakukan Notaris

dalam membuat Akta Kuasa Menjual. Hasil analisis mendapatkan bahwa prosedur over kredit yang

dilakukan dengan Akta Kuasa Menjual setelah adanya Undang-Undang Hak Tanggungan tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan akta kuasa menjual tidak dapat dilakukan secara sepihak. Peran

Notaris dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual ialah Notaris dilarang membuat Akta Kuasa Menjual pada

awal perjanjian kredit, akta tersebut dibuat setelah terjadinya kredit macet atas dasar persetujuan debitur.

Setelah itu, Notaris harus melakukan pencoretan atau Roya Hak Tanggungan, serta pembuatan Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Sebagai seorang Notaris diwajibkan menjalankan peran

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur Notaris dapat dimintai

pertanggung jawabannya yang berupa Tanggung Jawab Administrasi, Tanggung Jawab Perdata dan

Tanggung Jawab Pidana.

......In granting credit, a notary deed is required. Deed of Power Sale is a deed to settle bad loans. One of the

efforts to save bad loans by banks is by way of over credit or credit transfer from old debtors to new debtors.

The problem raised in this study is the overcredit procedure carried out by the creditor unilaterally with the

Selling Authorization Deed. The role and responsibility of the Notary in making the Deed of Power Sell is

related to the over-credit procedure with the analysis of the Slawi District Court Decision Number

34/Pdt.G/2018/PN.SLw. In answering the problem, research methods are used, namely juridical normative

and prescriptive type, which aim to provide a solution to problems regarding the Deed of Power Sell in the

over-credit procedure as well as the roles and responsibilities of the Notary in making the Deed of Power

Sell. The results of the analysis found that the over-credit procedure carried out with the Selling

Authorization Deed after the Mortgage Law was not in accordance with the applicable provisions. The use

Deed of Power Sale cannot be done unilaterally. The role of the Notary in making the Deed of Power Sell is

that the Notary is prohibited from making the Deed of Authorization to Sell at the beginning of the credit
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agreement, the deed is made after the occurrence of bad credit on the basis of the approval of the debtor.

After that, the Notary must do the deletion or Roya Mortgage, as well as making a Power of Attorney to

impose Mortgage (SKMHT). As a Notary, is required to carry out his role based on the applicable

provisions. If it is not carried out according to the Notary's procedure, it can be held accountable in the form

of Administrative Responsibility, Civil Liability and Criminal Liability.


